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terdiri dari 60 data bulanan yang dikumpulkan
selama lima tahun. Teknik analisis data meliputi
statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear
berganda, dan uji-t dengan menggunakan SPSS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPh Pasal 21
dan PPN  berpengaruh  signifikan  terhadap
penerimaan pajak di KPP Pratama Sleman. Hal ini
mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan
PPh Pasal 21 dan PPN berkontribusi terhadap
peningkatan penerimaan pajak negara meskipun

terjadi perlambatan ekonomi selama pandemi Covid-
19.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai
pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam struktur Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak memberikan kontribusi terbesar dibandingkan
sumber penerimaan negara lainnya. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah
satu fokus pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 memberikan dampak yang signifikan terhadap
aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Pembatasan aktivitas ekonomi menyebabkan
penurunan pendapatan masyarakat, berkurangnya konsumsi, serta melemahnya kinerja berbagai
sektor usaha. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap penerimaan pajak, khususnya Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan
dampak terhadap penerimaan pajak negara. Suparman (2021:34) menyatakan bahwa pandemi
Covid-19 menyebabkan penurunan penerimaan negara akibat melemahnya aktivitas ekonomi,
terganggunya rantai pasok, dan meningkatnya pengangguran. Warsito dan Samputra (2021:5)
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juga menemukan adanya potensi kehilangan penerimaan pajak akibat perlambatan ekonomi dan
kebijakan insentif pajak selama masa pandemi Covid-19. Penelitian Salamah dan Furqon
(2020:23) menyimpulkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap penurunan
penerimaan pajak akibat menurunnya pendapatan masyarakat, investasi, ekspor, dan impor.
Penelitian mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menunjukkan bahwa tingkat pembayaran
dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Wulandari dan
Wibowo (2019:90) menemukan bahwa penerimaan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh pembayaran
pajak yang dilakukan wajib pajak. Penelitian mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang
dilakukan oleh Nuryani (2017:81) menunjukkan bahwa penerimaan PPN dipengaruhi oleh
kondisi ekonomi makro dan aktivitas ekonomi masyarakat. Caesar Ayu, Suryani, dan Kurnia
(2019:15) juga menunjukkan bahwa sistem perpajakan dan aktivitas perpajakan berpengaruh
signifikan terhadap penerimaan PPN.

Selain itu, faktor perpajakan memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak dan
optimalisasi penerimaan negara. Wati dan Astuti (2024:21) menemukan bahwa ukuran
perusahaan dan corporate governance berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan
bahwa perilaku perpajakan perusahaan mempengaruhi kewajiban perpajakan yang dibayarkan
kepada negara. Penelitian yang dilakukan Astuti dan Astuti (2024:12) menunjukkan bahwa
sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak dan
penerapan sanksi perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Kemudian
penelitian, Hidayati dan Astuti (2024:7) menemukan bahwa pemahaman peraturan pajak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan pemeriksaan pajak dan
sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
pemahaman perpajakan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa faktor
perpajakan seperti kepatuhan wajib pajak, kesadaran perpajakan, dan aktivitas ekonomi memiliki
hubungan terhadap penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk
menganalisis pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sleman pada masa pandemi Covid-19 tahun 2019—
2023.

METODE PENELITIAN
a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif asosiatif.
Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan data numerik yang diolah secara
statistik.

b. Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman. Data
penelitian yang digunakan merupakan data penerimaan pajak selama periode tahun 2019 sampai
dengan tahun 2023.

c. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak PPh Pasal 21 dan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman.

Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak (WP) yang berkaitan dengan penerimaan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdaftar di Kantor
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Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
d. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data
sekunder. Data sekunder diperoleh dari laporan penerimaan pajak pada KPP Pratama Sleman
yang meliputi data penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), dan penerimaan pajak selama periode tahun 2019-2023.
e. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel
independen dalam penelitian ini yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Xi) dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) (X2), sedangkan variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak (Y).
1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (X1)
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri terkait
pekerjaan atau jasa yang dilakukan (Mardiasmo, 2018:15).
2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (X2)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah
pabean Indonesia yang dipungut pada setiap transaksi barang dan jasa oleh Pengusaha Kena
Pajak (PKP) (Resmi, 2019:3).
3) Penerimaan Pajak (Y)
Penerimaan pajak merupakan seluruh penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan dan
digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta pembangunan nasional (Mardiasmo,
2018:15).
f. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan program Statistical Product
and Service Solutions (SPSS). Teknik analisis data yang digunakan meliputi:
1) Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik
data penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-
masing variabel penelitian.
2) Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik terdiri dari :

a) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal
atau tidak. Pengujian dilakukan menggunakan grafik Normal Probability Plot (Normal P-P Plot).
b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang tinggi
antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai
Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).
¢) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians
residual dalam model regresi. Pengujian dilakukan menggunakan Uji Glejser dengan melihat
nilai signifikansi masing-masing variabel independen.
d) Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan linier antara error
serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (time series). Untuk mengetahui ada

ISSN : 2828-5298 (online)



10446
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.5, No.6, September 2026

tidaknya gejala autokorelasi digunakan Uji Durbin-Watson (DW Test) dimana nilai DW
dibandingkan dengan nilai d-tabel . Hasil perbandingan akan menghasilkan kesimpulan sebagai
berikut:
1) Jika d < dl, berarti terdapat autokorelasi positif
2) Jika d > (' 4- dl) berarti terdapat autokorelasi negatif
3) Jika du < d< (4-dl), berarti tidak terdapat autokorelasi
4) Jika dI< d< du atau (4- du) berarti tidak disimpulkan
e) Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama
Sleman.
Model persamaan regresi yang digunakan adalah:
Y =a+blX1l+b2X2+e
Keterangan:
Y = Penerimaan Pajak
a = Konstanta
bi,b2 = Koefisien regresi
X1 = Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
X> = Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
e = Error term
3) Uji Hipotesis
a) Uji t (Parsial)
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap
variabel dependen secara parsial.
Hipotesis penelitian:
1) H1 : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.
2) H2 : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Uji Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data
penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari
masing-masing variabel penelitian yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Xi),Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) (Xz), dan Penerimaan Pajak (Y).

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics
Minimu Maximu Std.

N m m Mean Deviation
PPh (X1) 6 216299 6897995 386589556 106992220

0 21498 8410 21.53 63.927
PPN 6 215818 1781220 713624983 3086667400
(X2) 0 98040 57177 25.63 18.486
PENERI 6 519692 2326474 109150624 413262230
MAAN 0 20346 30574 236.13 10.269
PAJAK
(Y)
Valid N ]
(listwise) O

Sumber: Hasil Olah Data SPSS (2026)
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Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa jumlah data penelitian sebanyak 60 data observasi
yang berasal dari data bulanan periode tahun 2019-2023. Variabel Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
21 memiliki nilai minimum sebesar Rp21.629.921.498 dan nilai maksimum sebesar
Rp68.979.958.410 dengan rata-rata sebesar Rp38.658.955.621,53. Hal ini menunjukkan bahwa
penerimaan PPh Pasal 21 mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Variabel Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) memiliki nilai minimum sebesar Rp21.581.898.040 dan nilai
maksimum sebesar Rp178.122.057.177 dengan rata-rata sebesar Rp71.362.496.325,63.
Tingginya nilai maksimum menunjukkan bahwa PPN memberikan kontribusi besar terhadap
penerimaan pajak negara.

Sementara itu, variabel Penerimaan Pajak memiliki nilai minimum sebesar
Rp51.969.220.346 dan nilai maksimum sebesar Rp232.647.430.574 dengan rata-rata sebesar
Rp109.150.624.236,13. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada KPP Pratama
Sleman mengalami perubahan selama periode penelitian akibat kondisi ekonomi yang
dipengaruhi pandemi Covid-19.

b. Uji Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi
normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan menggunakan grafik Normal Probability Plot
(Normal P-P Plot).

Gambar 1. Grafik Normal P-P Plot

Normal Q-G Plot of PENERIMAAN PAJAK (Y)

Eapeched Narmal

Obgeryed Value

Berdasarkan hasil grafik Normal P-P Plot, terlihat bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis
diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian
berdistribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang tinggi
antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai
Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Collinearity
Statistics
Model Tolerance VIF
1 (Constant)
PPh (X1) 740 1.350
PPN (X2) 740 1.350

Sumber: Data diolah SPSS, (2026)
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Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih
besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian, model regresi dalam
penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas.
3) Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan Uji Glejser untuk mengetahui apakah terjadi
ketidaksamaan varians residual dalam model regresi.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah SPSS, (2026)

Coefficients?®
Standar
dized
Unstandardized Coeffici
Coefficients ents
Std.

Model B Error Beta t Sig.
1 (Const 3823314 368646 1.03| .304
ant) 739.176 9501.85 7

3
PPh -.019 .106 -028 -181 .857
(X1)
PPN 037 037 153 | 1.00| 320
(X2) 3
a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa variabel Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memiliki nilai
signifikansi sebesar 0,857 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0,320. Kedua nilai
tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami
heteroskedastisitas.
4) Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada
periode tertentu dengan periode sebelumnya. Pengujian ini menggunakan nilai Durbin-Watson
(DW).

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary®
R Adjuste Std. Error
Mo Squar dR of the Durbin-

del R e Square Estimate Watson

1 974* 948 .946 9562784 1.006

Berdasarkan hasil pen; 462.298 ar 1,006. Nilai ini

menunjukkan adanya in |, pregictors: (Constant), PPN (X2), PPh (X1) regresi masih dapat
digunakan dalam peneliti:
5) Analisis Regresi Linic b. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK (Y)

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (X1) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (X2) terhadap
variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak (Y).

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:
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Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Standa
rdized
Unstandardized Coeffici
Coefficients ents
Std.
Model B Error  Beta t Sig.
1 (Con - 471747 - .030
stant 1052158 2585.5 223
) 4451.978 74 0
PPh 123 35 .291 8.30 .000
(X1) 4
PPN 1.069 .047 793 226 .000
(X2) 51

Sumber: Data diolah SPSS, (2026)
Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y =-10.521.584.451,978 + 1,123X1 + 1,069X2
Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Nilai konstanta sebesar -10.521.584.451,978 menunjukkan bahwa jika variabel PPh Pasal 21
dan PPN dianggap bernilai nol, maka Penerimaan Pajak akan bernilai negatif sebesar -
10.521.584.451,978.
2. Koefisien regresi PPh Pasal 21 sebesar 1,123 menunjukkan bahwa setiap kenaikan PPh Pasal
21 sebesar satu satuan akan meningkatkan Penerimaan Pajak sebesar 1,123, dengan asumsi
variabel lain konstan.
3. Koefisien regresi PPN sebesar 1,069 menunjukkan bahwa setiap kenaikan PPN sebesar satu
satuan akan meningkatkan Penerimaan Pajak sebesar 1,069, dengan asumsi variabel lain konstan.

6) Uji Hipotesis
Uji t (Parsial)
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yaitu Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Xi) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (X:) terhadap variabel
dependen yaitu Penerimaan Pajak (Y) secara parsial.
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) H1 : Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak di
KPP Pratama Sleman.
2) H2 : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak di
KPP Pratama Sleman.

Tabel 6. Hasil Uji t

Standa
rdized
Unstandardized Coeffic
Coefficients ients
Std.
Model B Error Beta t Sig.
1 (Constant) - 47174 -2.230 .030
105215844 72585.
51.978 574
PPh (X1) 1.123 135 291 8.304 .000
PPN (X2) 1.069 047 793 22.651 .000

Sumber: Data diolah SPSS, (2026)
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a) Pengaruh PPh Pasal 21 terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, variabel Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 memiliki nilai t hitung
sebesar 8,304 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari
0,05 (0,000 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Dengan demikian, hipotesis H1 yang
menyatakan bahwa PPh Pasal 21 berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak diterima.

b) Pengaruh PPN terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian, variabel Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki nilai t hitung
sebesar 22,651 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari
0,05 (0,000 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Dengan demikian, hipotesis H2 yang
menyatakan bahwa PPN berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak diterima.

¢. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berpengaruh
terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sleman. Hal ini terjadi karena PPh Pasal 21
merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berasal dari penghasilan
masyarakat. Ketika tingkat pendapatan masyarakat meningkat maka penerimaan PPh Pasal 21
juga meningkat. Sebaliknya, selama pandemi Covid-19 terjadi penurunan aktivitas ekonomi dan
meningkatnya pemutusan hubungan kerja sehingga penerimaan PPh Pasal 21 mengalami
fluktuasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wulandari dan Wibowo (2019:90) yang
menyatakan bahwa penerimaan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh pembayaran pajak yang dilakukan
wajib pajak. Penelitian Warsito dan Samputra (2021:5) juga menjelaskan bahwa pandemi Covid-
19 menyebabkan penurunan penerimaan pajak akibat perlambatan ekonomi nasional.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa
tingkat konsumsi masyarakat memiliki hubungan erat dengan penerimaan pajak negara. Ketika
aktivitas konsumsi masyarakat meningkat, penerimaan PPN juga meningkat sehingga berdampak
pada peningkatan penerimaan pajak secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Caesar Ayu et al. (2019:150) yang menyatakan
bahwa penerimaan PPN dipengaruhi oleh aktivitas perpajakan dan sistem perpajakan yang
berlaku. Penelitian Nuryani (2017:81) juga menunjukkan bahwa kondisi ekonomi makro dan
aktivitas konsumsi masyarakat mempengaruhi penerimaan PPN di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peranan penting dalam meningkatkan penerimaan
pajak di KPP Pratama Sleman meskipun pada masa pandemi Covid-19 terjadi perlambatan
ekonomi. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan PPh Pasal 21 dan PPN perlu terus
dilakukan untuk menjaga stabilitas penerimaan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Sleman
pada masa pandemi Covid-19 periode 2019-2023, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berpengaruh t erhadap penerimaan pajak di KPP Pratama
Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PPh Pasal 21 memiliki kontribusi dalam
meningkatkan penerimaan pajak negara. Perubahan kondisi ekonomi dan tingkat pendapatan
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masyarakat selama pandemi Covid-19 turut mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 21.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama
Sleman. Tingkat konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi yang terjadi selama pandemi
Covid-19 mempengaruhi penerimaan PPN sehingga berdampak pada penerimaan pajak secara
keseluruhan
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